
PROVINSI JAWA TIMUR

PSRATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAIT BUPATI I{OMOR 3 TAHUI{ 2AT7

TEr{TAITG TATA CARA PEMBAGIAI{ DAN PET{ETAPAN
RINCIAIT DANA DESA SETIAP DESA

TATIUil AI{GGARAT{ 2OL7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I\{AHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1"

b.

BUPATI PAMEKASAN,

bahrva sehubungan dengan berlakunYa Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112irPMK.O7 12A17 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.A7 l2}i7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
bahr,r'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2Q17
tentang Tata Cara Pemtragian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2417;

Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propir-rsi Jau'a Timur {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 {l,embaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Repr.rblik Indonesia Nomor 2734\
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa
(l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2414 Nomoi'
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a95i;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2411 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2A14 tentang Desa (l,embaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 165, Tambahan l-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539i, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157. Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
57 17\;

2.

3.



Menetapkan .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah
dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 586a);

5. Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pen-r:elenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201+ Nomor 20931;

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK. A7 12416
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penl'aluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967i:

8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Indek Desa Membangun;

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2Ol7;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 l2OI7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor I12 I PMK.07/ 2017 ;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2?rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {kmbaran Daerah Kabupaten Pameka$an Tahun
2016 Nomor l0i;

i2" Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 164);

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016
tentaxg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pernberda,vaan Mas-1'arakat
dan Desa {Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2016 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2Al7
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (tserita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OI7 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalara Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2A17 {Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol7 Nomor 3) diubah sebagai
berikut:
1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan i {satu} pasal

takni Pasal 4A vang berbunvi sebagai berikut:

Pasal 4A

{1i Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada a)'at {li bersumber dari
kementerian -\,.ang benvenang dan/atau iembaga ]'ang
menvelenggarakan urusan pemerintahatr di bidang
statistik.

(2i IKG Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat
{4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
data dari kementerian )'ang berwenang dan/atau
lembaga yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

2. Ketentuan Bab V Pasal 5 diubah sehingga berbunf i
sebagai berikut:

BAB V
MEI(AI{ISME DAI{ TAIIAPAI{ PEI{YALURAI{

DAI{A DESA
Pasal 6

(11 Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan
cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(21 Pen.valuran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat

bulan Juli sebesar 607o (enam puluh persen): dan
b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 4Ao/o

(empat puluh persen).
(3) Penvaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan pen,v-aluran Dana Desa dari Kepala

Desa kepada Bupati meiaiui Camat dan Kepala
Dinas, dengan dilampiri:
1. fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa:
3. fotocopi rekening desa;
4. fotocopi SK Bendahara {dilegalisir Kepala Desa};
5, pakta integritas bermeterai cukup;
6. kuitansi penerimaan bermeterai cukup;
7. fotocopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

{diiegaiisir Camatil



B. laporan Kepala Desa )'ang berisi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggaran sebelumnl,'a {laporan tahap ll)
dengan sisa realisasi kurang 30% {tiga puluh
perseratus) dari Kepala Desa; dan

9. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa dari
Kepala Desa yang bermeterai cukup;

b. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi
dan direkomendasikan oleh Tim Pembinaan dan
Pengawasan Kecamatan.

{4} Dalam hal persvaratan pengajuan pen.r'aluran
terpenuhi, maka Kepala Dinas menvampaikan
rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri
daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing
Desa.

i5i PPKD melakuan pen.valuran Dana Desa dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

t6i Penl'aluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan pen-valuran dari Kepala Desa kepada

Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas. dengan
dilampiri:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaiatr output

Dana Desa tahap I -r'ang menunjukkan rata-rata
realisasi pen\-erapan paling kurang sebesar 7596

{tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata
capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50?o {lima puluh perseratus}; dan

2. surat pernyataan kebenaran laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa dar-i
Kepala Desa yang bermeterai cukup;

b. dokumen perrnohonan pen-valuran telah diverifikasi
dan direkomendasikan oieh Tim Pembinaan cian
Pengawasan Kecamatan'

c. dalam hai pers-t'aratan penyaluran terpenuhi,
Kepala Dinas men)'ampaikan rekomendasi
pencairan kepada PPKD; dan

d. PPKD melakuan pen;'aluran Dana Desa dengan
cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada a-vat i6)
huruf b dihitung berdasarkan rata-rata prosentase
capaian output dari seluruh kegiatan.

{8.} Penyusunan laporan realisasi pen}'erapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada a1'at {6} huruf b
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang.
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan dan capaian output.

(9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

ilO) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada al'at {3}
huruf a angka 9 dan a1'at (6) huruf a angka 2 sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Bupati ini.



5.

(1 1) Dokumen verifikasi dan rekomendasi oleh Tim
Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I\i
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Bab VI Pasai I diubah sehingga berbunfi
sebagai berikut:

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 8

t1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
rnembial'ai bidang pembangunan dan pemberda)'aan
mas,yarakat, ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan mastarakat Desa dan kualitas hidup
manusia, dal penggulangan kemiskinan, ,vang,
clituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

{:2i Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksr-rd pada
a1'at (11 mengacu pada prioritas penggllnaan Dana
Desa ],ang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
]'ang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Desa dan dipublikasikan kepada masS'arakat oleh
Femerintah Desa di ruang publik atau ruang )'ang
dapat diakses mas-varakat Desa.

Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbun_vi sebagai
berikut:

Pasal 9

{1} Dana Desa dapat digunakan untuk membia-vai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 a1'at (2) setelah mendapat persetujuan Bupati
melalui Camat.

l2l Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana
dimaksud pada a,vat (1) diberikan pada saat evaiuasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

t3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada a_vat {1), Camat memastikan
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan ,l.ang
mergadi prioritas teiah terpenuhi dan/atau kegiatan
pembangunan dan pemberda].aan mas-varakat telah
terpenuhi.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbuny'i sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan ]-ang dibia.vai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara sr,r'akelola dengan
menggunakan sumber da5'a/bahan baku lokal, dan
diupa5,akan dengan lebih ban-vak menverap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.

(21 Kepala Desa bertanggung jarvab atas peng{Iunaan
Dana Desa.

6.



t- Ketentuan Bab Vil Pasai 11 diubah sehingga berbunvi
sebagai berikut:

BAB VII
PEIfYUSUITAN DAIT PEilYA}IPAIAI{ LAPORAN

REALISASI PETYPRAPAI{ DAIIIA DESA
Pasal 1 1

t1) Kepala Desa menvampaikan laporan reaiisasi
pen).erapan dan capaian output Dana Desa kepada
Bupati setiap tahap pen,yaluran melalui Camat dan
Iiepala Dinas.

(21 Laporan realisasi pen)'erapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada a-v-at {1} terdiri
atas:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahun anggaran sebelumny-a; dan
b. laporan realisasi pen-verapan Dana Desa dan

capaian output tahap I.
(3) Penl'ampaian laporan reaiisasi penyerapan Dana Desa

dan capaian output tahun anggaran sebelumnva
sebagaimana dimaksud pada ayat \2\ huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun
anggaran berjalan.

(41 Pen-r'ampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
dan capaian output tahap I sebagaimana dimaksud
pada ayat (2t huruf b disampaikan paling lambat
tanggal 7 Juii tahun anggaran berkenaan.

{5i Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu pen_r.ampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada a-vat {3} dan a.r'at {4),
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran
capaian output kepada Bupati melaiui Camat dan
Kepala Dinas, untuk selanjutn-l a dilakukan
pemutakhiran data pada aplikasi.

{6} Bupati dapat memfasilitasi percepatan pen.r,ampaian
laporan realisasi penlrerapan Dana Desa oleh kepala
Desa melalui Camat.

{7) Laporan reaiisasi penyerapan Dana Desa sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam
la.mpiran IV -1.'ang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Bab lX Pasal 14 diubah sehingga berbun,vi
sebagai berikut:

BAB IX
TIM KOORDIITASI, PEMBIIVAAI{ DAI{ PENGASTASAT{,

PEilGELOLA
Pasal 14

(1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
mempunyai tugas:
a. melaksanakan sosialisasi keLrijakan, data dan

informasi mengenai Dana Desa;
b. men-vusun regulasi tentang pengelolaan Dana Desa;

8.



L-" memfasilitasi pen-velesaian permasalahan dalam
pengelolaan Dana Desa;

d. melakukan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan
evaluasi pengeiolaan Dana Desa: dan

e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasn,va
kepada Bupati.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 {dua} pasal

l,akni Pasal 14A dan Pasal 148 -vang berbun.vi sebagai
berikut:

Pasal 14A

(1) Di tingkat Kecamatan diLrentuk Tim Pembinaan dan
Pengau'asan -vang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

tzi Tim Pembinaan dan Penganvasan sebagaimana
dimaksud pada a.vat (1) mempun.vai tugas:
a. memverifikasi kelayakan permohonan penl''aluran

Dana Desa;
b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan

pelaksanaan Dana Desa;
c. melakukan pembinaan administrasi keuangan

Desa;
d. melakukan penga\\,'asan, pengendalian, monitoring,

dan evaluasi; dan
e. meny-ampaikan iaporan kepada Tim Koordinasi

Kabupaten.
Pasal 14ts

t1) Dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan
pemberday'aan masvarakat Desa, Kepala Desa
membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

t2l Pembentukan Tim Pengetrola Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada a-Yat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

10. Ketentuan Bab X Pasai i5 diubah sehingga berbunS"i
sebagai berikut:

BAB X
SAT{KSI
Pasal 15

{1} Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6;
b. terdapat sisa dana di RKD tahun anggaran

sebelumn-va lebih dari 307o {tiga puluh perseratus}
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ay.at i1);
dan/atau

c. terdapat rekomendasi -yang disampaikan oleh
aparat penga!\'as fungsional daerah

(21 Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada a]'at {1} dilakukan terhadap
pen-valuran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnl'a.



t3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumn-ya lebih besar dari jumiah Dana Desa _yang
akan disalurkan pada tahap I. maka penvaluran Dana
IJesa tahap I tidak dilakukan.

{4} Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran
be4'alan sisa Dana Desa tahun anggaran berjalan
masih iebih besar dari 3094 {tiga pr_rluh perseratus},
maka penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada a-vat {2} tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

{5) Dana Desa -yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada a],at {4} tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnl'a.

11. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 {dua} pasal
.yakni Pasal 15A dan Pasai 158 1.ang berbun-vi sebagai
berikut:

Pasal 15A

{1} Bupati menyalurkan kembali Dana Desa }'ang ditunda
dalam hal:
a. dokumen persvaratan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (31 dan a-yat {6) telah diterima;
b. sisa dana Desa tahun anggaran sebelumnl,-a kurang

dari atau sama dengan 309ir itiga puluh perseratus):
dan

c. terdapat usulan dari aparat pengaw-as fungsional
daerah.

tzl Dalarn hal penundaan penl'aluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlangsung
sampai dengan berakhirn-va tahun anggaran, maka
Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 158

{1} Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD kepada
Kepala Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara
Cabang Pamekasan.

{2} Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa }'ang
bersangkutan mengenai Dana Desa ),ang ditunda
penvalurann-va paling lambat akhir bulan November
tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan
kembali dalam rancangan APBDesa tahun angga.ran
berikutnya.

12. Ketentuan Bab xl Pasai 17 cliubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB XI
PEMBINAAN DAIT PEilGAWASAN

Pasal 17

t 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Desa.

t2l Daiam melakukan pembinaan dan penga\vasan
sebagaimana dimaksud pada a-yat {1}, Bupati dibantu
oleh Camat dan lnspektorat.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

pada tanggal

memerintahkan
penempatann-va

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2Ol7

MSKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2O17

Plt, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2AI7 NOMOR 42

WAKIL BUP

HALIL



Nomor
Sifat
Lamp
Perihal

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3
TAHUN 2AI7 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

CON?OH
SURAT PERTUOHONAI{ PEIYYALURAN DANA DESA

1 (satui berkas
Permohonan Penyaluran Dana
Desa

Pamekasan

Bersama ini disampaikan dengan hormat Permohonan
Penyaluran Dana Desa Tahun tahap Desa
Kecamatan dengan lampiran persyaratan:
1. Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
3. Foto copy rekening desa;
4. Laporan realisasi tahun anggaran

II) dengan sisa realisasi kurang
seratus); dan

5. Surat Pernyataan kebenaran Laporan Realisasi Dana Desa dari
Kepala Desa yang bermeterai cukup.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami

KEPALA DESA
KBCAMATAN

(Nama Terang & Stempel)

KASAN,

Pamekasdfr, ..

Kepada
Yth. Bupati Pamekasan

di

sebelumnya (laporan tahap
dari 3}o/a (tiga puiuh per



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3
TAHUN 2OT7 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

CONTOH
SURAT PERNYATAAN KEBENARAI{ LAPORAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Menyatakan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana

Desa yang teiah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yallg

berlaku.

2. Dokumen laporan realisasi Dana Desa kami sampaikan yang sebenar-

benarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya dan kami bertanggungjawab penuh apabila ada

penyimpangan dalam penggunaan Dana tersebut di atas.

Pamekasan,

Kepala Desa

Meterai 6000

KASAN,



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3
TAHUN 2A17 TENTANG TATA
CARA PENGHITUNCAN,
PSMBAGIAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

cor?oH
LAPORAIT REALISASI PEIYYERAPAIIT DAITA DESA

TAI{AP TAHI'IS AIVGGARAI{ ......
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